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BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAIMANA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG KOORDINATOR WILAYAH DISTRIK BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan Koordinasi dan
Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini, serta Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah dan Kejuruan dengan
memperhatikan luas wilayah, sebaran sekolah,
jarak, keadaan topografis dan geografis yang
merupakan rentang kendala yang dihadapi, perlu
merubah Peraturan Bupati tentang Koordiator
Wilayah Distrik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kaimana Nomor 13 Tahun 2022
Tentang Koordinator Wilayah Distrik Bidang
Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135
dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155
dan Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6697);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten
Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten
Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang,
Kabupaten  Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten @ Waropen, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80



Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan  (Berita  Negara Tahun 2018
Nomor 652);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana
Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINATOR
WILAYAH DISTRIK BIDANG PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Koordinator Wilayah Dxistrik
bidang Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kaimana
Tahun 2022 Nomor 351), diubah sebagai berikut:
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Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator
Wilayah Distrik Bidang Pendidikan.

(2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

Koordinator Wilayah Distrik Teluk Arguni Atas;

Koordinator Wilayah Distrik Arguni Bawah;

Koordinator Wilayah Distrik Kambrau;

Koordinator Wilayah Distrik Buruway;

Koordinator Wilayah Distrik Teluk Etna;

Koordinator Wilayah Distrik Yamor; dan

Koordinator Wilayah Distrik Kaimana.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
HASAN ACHMAD

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,

CAP/TTD

DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 485

A.n. SEKRETA

Salinan sesuai dengan aslinya
AERAH KABUPATEN KAIMANA
GIAN HUKUM

IMANUEL TUMANAT, SH.
PENATA TK.I
NIP. 19811225 201104 1 001



